Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Konsisten Kendalikan Inflasi

https://gorontalo.antaranews.com/berita/242802/pemkab-gorontalo-utara-konsisten-kendalikan-inflasi

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo
konsisten mengendalikan inflasi di daerah itu dengan menggelar beragam kegiatan ekonomi di sektor
riil. Asisten Il Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ayis Yusuf di Gorontalo, Senin mengatakan
pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri RI intensif menggelar rapat koordinasi pengendalian
inflasi daerah untuk memastikan langkah-langkah konkret khususnya dalam pengendalian inflasi Tahun
2024,

Ayis mengatakan berdasarkan hasil pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian inflasi pada pekan
kedua bulan Mei 2024, Indeks Perkembangan Harga (IPH) daerah ini masih normal dengan nilai di
bawah tiga persen. "Berdasarkan hasil zoom kami bersama Kemendagri, jika sebelumnya pada bulan
April Gorontalo Utara masih berada di 10 daerah tertinggi IPH-nya, Alhamdulillah pada pekan kedua
bulan Mei, IPH kita pun masih normal karena masih dapat mempertahankan nilai di bawah 3 persen.

Sehingga dengan demikian inflasi daerah ini masih dapat dikendalikan," katanya.

Dengan kondisi perolehan nilai tersebut, pemerintah daerah terus mengapresiasi kinerja Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait yang telah melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan kegiatan
yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah. Upaya bersama selurun OPD mampu melaksanakan
kegiatan panen raya, operasi pasar, pasar murah dan gerakan menanam hingga ke tingkat kecamatan.
Kegiatan-kegiatan tersebut terbukti mampu mengendalikan inflasi sehingga berada pada posisi normal.
la berharap agar kondisi inflasi daerah saat ini dapat dipertahankan guna stabil-nya ketersediaan bahan

pokok serta menjaga kestabilan harga.
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Sumber Berita:

a. https://gorontalo.antaranews.com/berita/242802/pemkab-gorontalo-utara-konsisten-kendalikan-
inflasi [diakses pada 16 Mei 2024].

b. https://rri.co.id/daerah/692636/pemkab-gorut-gelar-rapat-teknis-indikator-inflasi-daerah
[diakses pada 16 Mei 2024].

Catatan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi
Daerah, mengatur bahwa:
a. Pasal 4 pada:

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:

a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan
pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;

b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan
kebijakan pengendalian inflasi nasional;

c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;

d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian
Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau

e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan
permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.

2) Avyat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh
gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan
anggota berasal dari pimpman organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.

3) Avyat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain
yang dianggap perlu.

b. Pasal 5, pada:

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢, mempunyai tugas:

a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan

pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
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b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan
memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada
tingkat provinsi;

c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;

d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian
Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau

e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan
permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.

2) Avyat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota dipimpin
oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta
sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait
dengan inflasi.

3) Avyat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Walikota.

4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi . dan
pihak lain yang dianggap perlu.

c. Pasal 6, pada:

1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengeriai mekanisme dan tata kerja Tim
Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian
Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

e. Pasal 8, pada:

1) Avyat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah.

2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten./Kota
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber

lain yang sah.

Catatan Berita/IPWR/UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2024 3



2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi
Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa:

a. Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya
disingkat TPID adalah bagian dari TPIN yang berkedudukan di tingkat Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Strategi Pengendalian Inflasi disusun dengan menggunakan
metode:

1) studi literatur;

2) diskusi terfokus yang intensif antara TPIP dan TPID dengan melibatkan tim pakar dari
universitas/perguruan tinggi;

3) tinjauan lapangan; dan/atau

4) pemanfaatan big data untuk mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian Inflasi,
dengan memadukan data resmi dan terpercaya dari berbagai sumber secara waktu nyata.

c. Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter
berkoordinasi dengan Tim SPKPI, TPIP, dan TPID untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi sesuai dengan
Sasaran Inflasi dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam RKP dan RPJIMN.
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